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Lahirnya pengaturan Pasal 9 huruf a, UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi 
“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota meliputi: (a) Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU 
dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat 
yang keputusannya bersifat mengikat”, memperlihatkan adanya keterlibatan 
eksekutif dan legislatif yang begitu sentral dan menentukan dalam kewenangan 
KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk 
setiap tahapan. Ketentuan tersebut berpotensi mengancam kemandirian KPU 
sebagai lembaga negara mandiri. Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian 
ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan content 
analysis method yaitu dengan metode analisis yuridis sebagai metode penguraian 
materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis atas dasar pertimbangan 
penggunaan data primer yang bersumber dari hasil wawancara serta data sekunder 
dan juga pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan studi 
perbandingan hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah, hasil penelitian hukum 
deskriptif yaitu pelaksanaan kemandirian KPU menurut UU No. 10 Tahun 2016, 
uji kemandirian KPU menurut UU No. 10 Tahun 2016 jika dibandingkan dengan 
UUD Tahun 1945 dan hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis kualitatif 
yaitu model kemandirian KPU menurut UU No. 10 Tahun 2016 serta 
menggunakan studi perbandingan hukum di negara lain.  
 










The enactment article of 9 point a, law number 10 year 2016 states “Duties 
and Authority General Election Commissions in the conduct of elections of 
governors, regents and mayors include: (a) Establishing and arrange General 
Election Commission rules and technical guidelines for each stage of the election 
after consultation with the House of Representatives and the Government in the 
forum of a hearing decision will be binding”,  shows the involvement of the 
executive and the legislative is so central and decisive in authority of the General 
Election Commissions in drafting and establishing rules and technical guidelines 
for each stage. Such provisions could potentially threaten the independence of the 
Commission on Elections as an independent state agency. Research type used for 
this study is qualitative descriptive. This study uses an content analysis approach, 
the method of analysis is to explain material juridical legal events are researched 
and written on the basis of the use of primary data sourced from interviews and 
secondary data and also the comparative approach is done by using a comparative 
study of law. As for the results of this research are, results of the research is 
descriptive law that is the implementation of the independence of the Commission 
in accordance with act number 10 year 2016, test the independence of the 
Commission in accordance with act number 10 year 2016 if compared with the 
Constitution and the results of research conducted with qualitative analysis that 
models the independence of the Commission in accordance with act number 10 
year 2016 and also uses comparative law in other countries. 
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